Menimbang:

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku

kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan
demokrasi ekonomi;

. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting

dalam  penyelenggaraan  perekonomian  nasional guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam

perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat belum optimal;

. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara,

pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara
profesional;

. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan

Usaha Milk Negara sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin
pesat, baik secara nasional maupun internasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, ¢, d, dan e, perlu dibentuk Undang-Undang tentang
Badan Usaha Milik Negara;

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis  Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor [IV/IMPR/1999 tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara Tahun 1999 — 2004;

Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3587);



(2)

)

3)

(4)

Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan
atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), waijib
terlebin dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan
dalam RUPS mengenai :

a. perubahan jumlah modal;
perubahan anggaran dasar;
rencana penggunaan laba;
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penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran
Persero;

investasi dan pembiayaan jangka panjang;
kerja sama Persero;
pembentukan anak perusahaan atau penyertaan;

S @ = o

pengalihan aktiva.

Bagian Kelima
Direksi Persero

Pasal 15
Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.

Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian
Direksi ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Anggota Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas,
kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi
untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan
kepatutan.

Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan
wajib  menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan
pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang
anggota Direksi diangkat sebagai direktur utama.



(3) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan
tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disebutkan alasannya
secara tertulis.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana jangka panjang, rencana Kkerja dan
anggaran perusahaan, laporan tahunan dan perhitungan tahunan Persero diatur
dengan keputusan Menteri.

Pasal 25

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik
swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

b. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah
pusat dan daerah; dan/atau

c. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan Persero.

Bagian Keenam
Komisaris

Pasal 27
(1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.

(2) Dalam hal Menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian
Komisaris ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 28

(1) Anggota Komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi,
memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan
salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
usaha Persero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk
melaksanakan tugasnya.

(2) Komposisi Komisaris harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta
dapat bertindak secara independen.
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(3) Masa jabatan anggota Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Dalam hal Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang
anggota Komisaris diangkat sebagai komisaris utama.

(5) Pengangkatan anggota Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan
pengangkatan anggota Direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya
pada waktu pendirian.

Pasal 29
Anggota Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS dengan menyebutkan alasannya.
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan
pemberhentian Komisaris diatur dengan keputusan Menteri.
Pasal 31
Komisaris bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero
serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Pasal 32
(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris
untuk memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan
hukum tertentu.
(2) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan
tindakan pengurusan Persero dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu
tertentu.

Pasal 33

Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

a. anggota Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik
swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
dan/atau

b. jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh





